




LAPORAN INDEX INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah : Provinsi Sumatera Barat

Nama Inovasi : Nagari Mandiri Pangan

Bentuk Inovasi : Tata Kelola

Inovasi Dimulai : 01-Jan-2017

Latar Belakang : Pada World Food Summit (1996), ketahanan pangan didefinisikan

sebagai: ”Ketahanan pangan terjadi apabila semua orang secara

terus menerus, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi mempunyai

akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang

memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk

hidup secara aktif dan sehat”.

Pengertian dari Nagari / Kelurahan Mandiri Pangan adalah

Nagari/Kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan

untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui

pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan

subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat

secara berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Program Pengembangan

 Nagari/Kelurahan Mandiri Pangan ini adalah meningkatkan

pemberdayaan masyarakat nagari/kelurahan dengan

memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki atau

dikuasainya untuk mencapai kemandirian rumah tangga dan

masyarakat, yang dapat dicapai melalui upaya :

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat.

2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat

desa.

3. Mengembangan sistem ketahanan masyarakat

nagari/Kelurahan (sosial, ekonomi, teknologi pangan)

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Sasaran adalah penerima manfaat adalah rumah tangga yang

tinggal di daerah rawan pangan yang merupakan titik – titik potensi

penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia sesuai dengan

data  FSVA pada 32 Nagari/kelurahan dari kabupaten/kota.

Program Pengembangan Nagari/ Kelurahan  Mandiri Pangan

dilaksanakan dalam waktu empat tahun melalui empat tahap, yaitu

: Tahap Persiapan, Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan,

dan Tahap Kemandirian. Melalui berbagai kegiatan di setiap tahap,

akan memberikan dampak kemajuan pada kelompok afinitas di

Nagari/kelurahan yang dibangun, adalah sebagai berikut:
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1. Tahap persiapandi tahun pertama, terjadi perubahan

dinamika masyarakat  dalam perencanaan dan

berkelompok untuk menanggulangi kerawanan pangan di

wilayahnya, serta penumbuhan kelembagaan di desa yang

dikelola oleh masyarakat untuk penguatan modal dan

Pembentukan LKD sudah dapat berfungsi sebagai

penyandang dana di desa.

2. Tahap penumbuhandi tahun kedua, posyandu bersama

kader gizi dan PKK sudah aktif; sistem ketahanan pangan

dalam aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan

sudah bekerja; serta koordinasi program lintas subsektor

dan sektor sudah dirintis untuk rencana pembangunan

sarana prasarana perdesaan yang mendukung ketahanan

pangan.

3. Tahap pengembangandi tahun ketiga, sudah terdapat:

kemajuan sumber pendapatan, peningkatan daya beli,

gerakan tabungan masyarakat, peningkatan ketahanan

pangan rumah tangga, peningaktan pola pikir masyarakat,

serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan

masyarakat.

4. Tahap kemandiriandi tahun keempat, diharapkan

perubahan mulai dari : Dinamika kelompok afinitas sudah

meningkat, munculnya usaha kecil dan usaha mikro

perdesaan di bidang pangan dan non pangan, tumbuhnya

Gapoktan yang mandiri

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pendekatan

berupa pemberdayaan masyarakat oleh semua lintas SKPD secara

berkelanjutan dan terpadu  sebagai upaya meningkatkan

kemampuan masyarakat dalam meningkatkan potensi sumberdaya

yang dimiliki sehingga dapat merubah pola pikir atau perubahan

yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan, penguatan

kelembagaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan

kemampuan: kelompok afinitas sebagai pelaku dan pengembang

usaha produktif, Tim Pangan di Nagari/kelurahan

(Walinagari/Lurah) yang merupakan sebagai penggerak dan

pengendali pembangunan ketahanan pangan tingkat

Nagari/kelurahan, dan Lembaga Keuangan Nagari/Kelurahan

(LKN/LKK) sebagai layanan usaha produktif di wilayah.

Pengembangan sistem ketahanan pangan diupayakan secara

terpadu dengan menjalin koordinasi lintas`subsektor dan sector

(Pertanian, peternakan, Perikanan untuk mendukung

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di

wilayah.

Kegiatan Demapan merupakan: (1) salah satu strategi untuk

mempercepat pembangunan di Nagari/kelurahan, khususnya

dalam memantapkan ketahanan pangan; (2) kegiatan lintas sektor
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yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan

sinergitas antar instansi dan stakeholder terkait; dan (3) wujud

integrasi pengembangan program pembangunan dari propinsi, dan

kabupaten di Nagari.

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pedekatan :

pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan,

pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan saranan

prasarana nagari/kelurahan melalui koordinasi lintas sektor dalam

wadah Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan dilaksanakan secara

berjenjang tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan

pembinaan pada desa-desa pelaksana.

Perencanaan di tingkat desa dilakukan secara partisipatif, dengan

melibatkan Tim Pangan Desa (TPD), penyuluh, kelompok kerja

kabupaten, dan pendamping sebagai fasilitator, serta Lembaga

Pembangun Desa (LPD), Walinagari/Lurah dan Kaur

Pembangunan, aparat, serta tokoh masyarakat lainnya.

Tujuan dan Manfaat : Tujuan :

Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang tinggal di

nagari/kelurahan yang rentan/rawan pangan dalam mengelola dan

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara

optimal, dalam mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan

masyarakat. 

Manfaat :

Penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat di

Nagari/ kelurahan.

Hasil Inovasi : Meningkatnya kemampuan masyarakat nagari/kelurahan dalam

pengembangan usaha produktif  berbasis sumber daya lokal,

peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan

akses pangan rumah tangga.

Isian Indikator :

No. Indikator SPD Informasi Bukti Dukung

1. Regulasi Inovasi Daerah SK OPD SK KADIS (SK KELTAN)

2. Ketersediaan SDM

Terhadap Inovasi Daerah

51-100 SDM SK Tim Teknis NMP 2017,SK Tim

pembina terpadu NMP 2017,SK Tim

Pembina Terbadu NMP 2018

3. Dukungan Anggaran Anggaran untuk

kegiatan inovasi

sudah dilaksanakan

DPA
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4. Penggunaan IT Pelaksanaan kerja di

lingkungan

pemerintah daerah

sudah didukung

system informasi

online/ daring

Penggunaan IT

5. Bimtek Inovasi Pemerintah daerah

Sering melakukan

Bimtek inovasi

daerah

Undangan Monev 2018,Undangan

Sosialisasi 2017,Undangan

apresiasi 2017

6. Program Dan Kegiatan Di

Renstra OPD

Pemerintah daerah

sudah dilaksanakan

pengembangan

inovasi ke dalam

Resntra

Renja,Renstra

7. Jejaring Inovasi Pemerintah daerah

berjalan pada pemda

dengan layanan

publik

Undangan rapat dengan tim

pembina terpadu

8. Replikasi Sering di replikasi SK Replikasi tahun 2018 Kab/Kota

9. Pedoman Teknis Sudah ada pedoman

dan panduan teknis

pengembangan

inovasi daerah dan

dapat diakses secara

daring

Panduan NMP,Cover grand design

/roadmap,Kata Pengantar Grand

design,Isi Grand design

10. Pengelola Inovasi Ditetapkan dengan

SK OPD

SK TIM TEKNIS NMP 2017

11. Ketersediaan Informasi

Layanan

ada ketersediaan

informasi secara

elektronik dan dapat

diakses melalui

daring (online)

ketersediaan informasi layanan

12. Penyelesaian Layanan

Pengaduan

Pengaduan

pengguna semua

direspon dengan baik

Penyelesaian layanan pengaduan
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13. Tingkat Partisipasi

Stakeholder

Sudah ada forum,

mekanisme yang

jelas dan proses

yang inklusif serta

kepastian akomodasi

terhadap masukan

dalam

pengembangan

inovasi daerah

SK Tim pembina terpadu NMP

2017,SK Tim Pembina Terpadu

NMP 2018,MOU 1,MOU 2

14. Kemudahan Informasi

Layanan

Terdapat layanan

website/ email,

aplikasi, Help

Desk/front office,

media social,

Kemudahan informasi layanan,Foto

Front Office

15. Kemudahan Proses

Inovasi Yang Dihasilkan

Sederhana Kemudahan proses inovasi (SOP)

16. Online Sistem Inovasi daerah

dilakukan secara

elektronik dan daring

(online)

online sistem

17. Kecepatan Inovasi Proses pelayanan

publik oleh

pemerintah daerah

sudah sangat cepat

kecepatan inovasi

18. Kemanfaatan Inovasi Banyak manfaat dan

tidak menimbulkan

pembebanan daerah

DPA

19. Tingkat Kepuasan

penggunaan inovasi

daerah

hasil pengukuran

kepuasaan pengguna

tersedia dan

dikatakan

berkelanjutan

tingkat kepuasan 1,Tingkat

kepuasan 2

20. Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi melalui

media

cetak,elektronik,

rapat

Und Sosialisasi

2017_001.jpg,Undangan Apresiasi

2017_001.jpg,Und Monev

2018_001.jpg

21. Kualitas Inovasi Daerah Kualitas sangat baik ,

contoh kabupaten :

Pesisir Selatan dan

Pasaman Barat

Inovasi Nagari Mandiri Pangan

Provinsi Sumatera Barat
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